
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 18.TAHUN 1998

•-;•   TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT,TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA      / . .

Menimbang  : a. bahwa   dengan  telah  ditetapkannya  P^raturan
Pemerlntah Nomor 20 Tahun 1997 sebagaK pel^iksanaan
dari Unejang-undang Nomor 18 Tahun ^997 ^tent<ang
Pajak Dderah dan Retribusi Daerah^^ maka P^raturan
Daerah Kkbupaten Daerah Tingkat II Blora tentang
Pajak Daerah ^ian Retrlbusi Daerah periu diseauai-
kan; *  '    •    '       '   ;       '' " .  ;.• •

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dlmaksud hurUT a diatas, maka perlu menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dfierah
Ttngkat 11 B&ra tentang Retrlbusi Pelayanarrt Per-
sampahan/kebersihan.

Hengingat  : 1- Undang - undafig Nomor 13 Tahun 1950 tentangf  Pem-
bentukan % Daerah-daerah Kabupaten Dalam LiAgkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Nega^a Pepublik
Indonesi^ Tahurr 1950);r

2.Undang-ur^iang ; Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok P^merintahan ^1 Daerah (Lembaran ;, Negara
Republik•^• Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,  ^ambahan

Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3.Undang-undang '^ Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pi^lana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran? Nec|ara Republik Indonesia TahCn 1992
Nomor  ibo, fTambahan • Lembaran Negara  Republik
Indonesia^ Nom4~ 3495);

5.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah okn Retrlbusi Daerah ( Lem|aran> Negara
Republik ' Indonesia Tahun 1997 Nomor |l, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noro^r 3685);

•6. Undang-ur^ang^Nomor 23 Tahun 1997 tent|ng Pengelo-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT (I
BLORA



'. Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
VT    tentang Tata Cara Pemerlksaan Oi Bidang Retribusi

Oaerah;

t y^^. Keputusan Henteri Oalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998
*    tentang Tata Naskah Olnas Oi Lingkungan Pemerlntah

Kabupaten/Kotamadya Oaerah Tingkat II;

\fo ^~ Keputusan Henteri Oalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Oaerah Tingkat I dan Oaerah Tingkat II.

Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyldlk Pegawai Negeri
Sipil 01 Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora ( Lembaran Oaerah Kabupaten
Oaerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri 0
Nomor 4).

Oengan persetujuan Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Oaerah
Tingkat II Blora

HEHUTUSKAN

Henetapkan  ; PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT  II  BLORA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAHPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UHUH

Pasal 1

Dalam Peraturan Oaerah Ini yang dimaksud dengan ;
a.Oaerah adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora;
b.Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat IT

Blora;

yf. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata C&ra Pemungutan Retribusi Daerah;

•

7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997tentang
Retribusi  Oaerah ( Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1997 Noroor 55, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );

8.Peraturan Henteri Oalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

9.Peraturan Henteri Oalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Henteri Oalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah:

. Peraturan Menteri Dalam Megeri Ndmor 4 Tahun 1997

tentang Penyidik Pegawai Megeri Sipil di Lingkungan

Pemerin tab Daerah.



^aata  Retribusi—d^ah Retribusi  Pelayanan P^rir^^^mp^h^n/Keh^r^ I h^n
fc*k6^.M^ir^r ^^^  ^cU^^^ knrawi>AkAM /kcHr^tl^i^ .
JII Pasai1 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan persaropahan/kebersihan-

B A B III

QOLONQ^N RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk Qolongan Retribusi Jasa Umurn^

BAB IV

CARA MENQUKUR TINQKAT PENQQUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan julah  klasi-
fikasi tempat/usaha, volume dan waktu pengangkutan.   

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

serta bentuk badan usaha lainnya.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

k

d.Retribusi Pelayanan Persaropahan / Kebersihan yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa pelayanan persaropahan / kebersihan yang disediakan oleh
Peroerintah Oaerah;

e.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk roelakukan
pembayaran retribusi, terroasuk peroungut atau perootong retribusi

X tertentu;
Surat Peroberltahuan Retribusi Oaerah yang selanjutnya dislngkat
SPTRO adalah  surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
roelaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan Oaerah;

g. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya dlsingkat SKRO
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi

terutang;
"h. iiasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bag! wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa  dari

0



(1) Kepala Oaerah menetapkan tanggal jatuh teBH>o pembayaran dan
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutang-

TATA CARA PEMBAYARAN    t^ ^ ^^
^t  ^^oi^ \

12     ^'pr

Pasal  0
Caat

Retribusi dlpungut di Wilayah Oaerah™p^c , u

BAB   (     ^ ^

Pasal 10

(1)3etiap Wajib Retribusi wajib mengisi/3PTR0,

(2)SPTRO sebas^aimana dimaksud a^at/(I) pasal InK/ dlisi dengan
jelas, b^^^ar dan lengkap sep^a dltandatang^n^ oleh  Wa^ib
Retribusi /\tau kuasanya. ^

(3)Bentuk, isi dan tata cara pengisf&n SPTRO ditetapkan oleh Kepala
Oaerah-i

(2)P^ffiunguta^^ratribusi pada prinsipnya ^tidak dapatdlalihkan
kapada pirna^ ketlga/diborqngkan.   f^   '^UHt^^^

(3)Retribusi terutang dalaro masa retribusi, terjadipada saat
nandapa^kan pelayanan persampahan/kebersiban yangdisediakan
oleb Pet^rintah Oaerah-

(4)Hasil pun^utan retribusi sebagairoana dimaksud Pasal 8P&ra.turan
Oaerah ini>ls®tor ke Kas Oaerah secara brutto.

B A B V

PRIN3IP PENETAPAN, STRUKTUR OAN BESARNYA
TARIP RETRIBU3I

Pasal  7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : admlnistrasi,
pengangkutan, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan
pembinaan.

Pasal  8

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam
Laropiran Peraturan Daerah Inl.

B A B VI

TATA CARA PEHUNGUTAN OAN WILAYAH PEMUNGUTAN
<fPPasal 9

(1) Retrib^^i-  dipungut^ dengan menggunak^n SKRO atau dokumen  lain
yang|fo         f&^ Or^



(2)SKRO.  SKROKB. SKROKBT, STm, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat
Keputusan Keb^narati dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
retribusi yano/harus dibayar bertambah. harus dilunasi dalam
jangka waktu p^jing lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbit-
kannya.

(3)Kepala Oaerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia d^ri/Wajlb Retribusi. dapat memberIkan persetujuan
kepada Wajib R^tribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi de^gkn dikenakan bunga sebesar 2 t (dua pers^n) setlap
bulan-

i/0 Tata cara pembayaran. teropat pembayaran. penundaan perobayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1)Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan  setelah
7  (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran  dengan
mengeluarkan   surat  bayar/penyetoran  atau   surat

lainnya   yang   sejenis  sebagai   awal   tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2)Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari  setelah  tanggal
surat teguran/ peringatan/ surat lain yang  sejenis,

wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3)Surat   teguran/penyetoran   atau   surat    lainnya

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal   ini
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

r^""  ^.... j ^^nvn ^KrKt-.ix—wmBi\uivmi1, A I ma P.^ X UiJ I laC^JT
bidang retribusi.,

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal Ini, tertangguh apabila ^
a.Olterbltkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b.Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang-

sung maupun tldak langsung.

BAB

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 15

(1)Plutang retribusi yang tldak mungkln ditagih lagl karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dlhapus.

(2)Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang Retribusi
Oaerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal
ini.



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
adalah;
a.Henerima, mencari, mengumpulkan, dan roeneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b.Heneliti, raencari, dan mengumpulkan  keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehufoungan dengan tindak pidana retribusi daerah-
tersebut;

Pasal 18

(1) Wajib rertibusi yang tidak melaks^nakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) ;bulan atau d^nda.

paling banyak 4 (empat) kali juml.ah retribusi yang
terutang.

(?) Tirfdak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN PIOANA

x\\lBAB

(2)P^ngawasan atas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini, dilakukan oleb
Inspektorat Wilayab Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukufln Sekretariat Wilayah/Da©rah.

(3)Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat
(1) 'dan ayat (2) pasal ini, di&erikan biaya operasional yang
besar dan perobagiannya, cliatur dalaro Surat Keputusan Kepala
Oaerab dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah.

Daarah  ini

Pasal  17
(1) Pelaksanaan  teknis atas berlakunya P©raturar

dit^tapkan olab Kapala Oaerah.

B A B  Xl/

SANKSI AOMINISTRASI

Pasal JL6

Oalam hal Wagib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 t (dua persen) sat lap bulan dari besarnya retribusi terutarrg yang
tidak atau kurang bayar dan ditpgih dangan menggunakan 3TRO.

8 ^ B  XII!

PELAKSANAAN OAN PEN^AWASAN



BA

II

c. Heminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bIdang retribusi
daerab;

d- Hemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(%. Helakukan penggel©daban untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.Heminta bantuan tenaga abli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g.Menyuruh berbenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana diroaksud pada huruf e;

b. Memotret seseorang berkaltan dengan tindak pidana dl bidang
retribusi da©rah;

i. Hemanggil orang untuk dldengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

3^ Menghentikan penyidikan;
k. Helakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi

kan tindak pidana di bi^ng retribusi daerah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana diroaksud ayat (1) pasal ini, memberitabukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya
Kepada Penuntut Urnurn, sesual dengan ketentuan yang diatur Oalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A 8

KETENTUAN PENUTUPi

Pasal 20

(1)Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Oaerab ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebib laniut oleh Kepala

Oaerah.

(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Oaerah
Kabupaten Daerab Tingkat II Blora N<^or 9 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Keberslban (Eembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1995 Sari B Nomor 3) dlnyatakan
tidak berlaku lagi.

(3)Peraturan Daerah ini roulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Hiengetahuinya, roemer intahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Oaerah.



Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf I s/d : Cukup
huruf k

Retribusi yang pembayarannya dengan
menggunakan SKRO masa retribusinya 1
(satu) bulan-

Retribusi yang pembayarannya dengan
menggunakan dokumen lain yang dipersama-
kan dengan SKRO masa retribusinya
harian.

Pasal 1 huruf h

S©suai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Oi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi
Oaerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat
melaksanakan otonoroinya, yaitu mampu roengurus dan mangatur rumah
tangganya sendlrl-
Smnber pendapatan daerah tersebut dlharapkan mampu menjadl
sumber pemblayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah serta dapat menlngkatkan kesejahteraan ma-
syarakat- Oleh karena Itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
yaig dapat member I kan pedoman dan arahan bagi Oaerah TIngkat II
khususnya Pemerlntah Kabupaten Oaerah TIngkat II Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Noreor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah Oan Retribusi Oaerah,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi
di Oaerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang
dimaksud^

Berdasarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 2o Tahun 1997
tentang Retribusi Oaerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan ditetapkan menjadi salah satu jenls
retribusi daerah- Oalam rangka menjamin ketertlban dan pelayanan
kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan persampahan/keberl-
han, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan
dalam Peraturan Oaerah-

II- PENJELASAN PASAL OEHI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas-
huruf f

I.  PENJELASAN UHUH.

PENJELASAN

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA
NOHOR  18 TAHUN 1998

TENTANQ

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSINAN



: Cukup jelas.

: - Kewajiban untuk mengisi 3PTR0 berlaku
bag! wa^ib retribusi yang menggunakan
jasa pelayanan pemerintah Oaerah secara
terus menerus, periodlk dan beplangga-
nan. mlsal : bulanan. tahunan.

- Bagi wa^ib retribusi yang menerima jasa
pelayanan secara langsung dan tidak
periodik. tidak diwajibkan fntuk mengisi
3PTR0 dan pembayaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokusien lain.

: Cukup jelas..Pasal 10 ayat (2)
s/d ayat (3)

Pasal 11 s/d
1 A aufl^ t 1 "V

Pasal 10 ayat (1)

Pasal 9 ayat (3) s/dz Cukup
ayat (4)

: Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komandlter. Perseroan
lalnnya, Badan Usaha Hi Ilk Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan, flrma.
kongsi, koperasl, yayasan atau organisasi
yang sejenis. lembaga. daha pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya.

: yang dimaksud dengan jasa umum adalah
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
d^n pel ay a nan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk
tujuan dan keroanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

: Cukup jelas.

; Yang dlmaksud dengan dokumen lain yang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk, kupon, kartu langganan.

; Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
Kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah-
kan kepada pihak ketiga. Namun dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemer^ntah Oaerah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selek-
tif dalam proses pemungutan retribusi.
Pemerintah Oaerah dapat bekerja sama
dengan badan-badan tertentu yang karena
prof€^sionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu
tan jenis retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapatf diker^asamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitung^n foesarnya
retribusi terutang, pengawasan penyetoran
retrifousi dan penagihan retribusi.

Pasal 6 s/d Pasal 8

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 5

Pasal 4



-oox>oo-

: Yang dimaksud dengan menyampaikan basil
penyidikannya kepada Penuntut Umum
adalab roenyerabkan basil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Polri.

: Cukup ^elasPasal 20

Pasal 19 ayat (3)

s/d Pasal 19: Cukup jelas,

(2)  : Dalam bal diterbitkan Surat Teguran.
kadaluwarsa penagiban dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran terse--
but^

: - Yang dimaksud dengan pengakuan utang
retribusi secara langsung adalah wajib
retrlbusi dengan kesadarannya wenyatakan
aslh mempunyai utang retribusi dan

be1 urn roelunasinya kepada Pemerintah
Oaerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tldak langsung adalab wajlb
retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa la mengakui
mempunyai utang retribusi kepada
Pemerintab Oaerab^

Pasal 15
ayat (2)

huruf b

Pasal 14 ayat
huruf a



bulan.          !

bulari.          !
biilah.          j
bulari.         !

bulah,          j
bulan,         !
bulan,         j
bulan,          ;
bulan.          !
bulan.         !
bulan.          !
bula^.         !
bulan*          !
bulan.          i
buiah,          !
bulan.         !
bulan.         !
bulan.          !
bulan.          {

bulan.         !

bulan.         !
bulan.          !

bulan.         !

bulan.          j

bulan.         !

bulan.         !
buiah.         .!
bulan.          !

bulan.          !
bulan.         !
bulan.,          !
bulari.           ]

4         1

KETERANSAN      J

^ Per
•

Per
Per
Per

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

P&r

P&r
Per.

Per

Per

Per

Per
Per
Per

Per
Per
Per
Per

•

25.000,-

20.000, -
25.000,-

5.000,-•

5.000.-
30.000,-

2.000,~
5.000,-

10.000,-
7.500,-
2.500.,-
5.000,-
1.500,-
5.000,-

10.000
5.000,-

10.000,-
2..0O0,-
2,500,-

5.000,-

5.000,-
1.500,-

2.500,-

3.000,-

2.500,-

750,-
1.000,-
1.500,-

1.500,-
1.000,-
1.500,-
2.000,-

3

Rp,

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

Rp,

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

RETRIBUSI
BESARNYA

Besar.sifat
Insidentil dan Koeersial 8er~

Keramaian Uaus Bersifat
Gudang.
Rui^ah Wai^t.

Apotik / Laborat / Toko
Ruah Bersalin di Oesa.
Ruaah Bersalin di Kota.
Narung Hakan.
Riiffiah Hakan.
Restoran.
Rumah Pondokan.
Portukangan Kayu.
Pengelasan.
Reparasf Sepeda.
Bengkel Sepeda Hotor.
Bengkel Hobil.
G^dung Olah Raga
Billyard / Bowling
Potong Raabut.

Salon Kecantikan di ~
Kecaaatan.

Salon Kecantikan di Ibu
dan Toko (Ruko),

25. Usaha
24. Usaha
23. Usaha

Obat.
22. Usaha
21. Usaha
20. Usaha
19. Usaha
18. Usaha
17. Usaha
16. Usaha
15. Usaha
1,4. Usaha
13. Usaha
12. Usaha
XX. Usaha
10. Usaha
9. Usaha
8. Usaba

Oesa.
7. Usaha

Kota
6. Usaha
5. Ruaah

an Klas III
di lingkungan Perdagang-4. Toko

an Klas II.
di lingkungan Perdagang-3. Toko

an Klas I.
di lingkungan Perdagang-
di lingkungan Peeuklean

2. Toko
1. Toko

Q0LQNQAN USAHA.

c. Klas III.
b. Klas II.
a. Klas I.
Kecaaatan.

Kediaian di Ibu Kota2. Ruaah
c. Klas III.
b. Klas II.
a. Klas I.
Kabupaten.

Kedianan di Ibu Kota
RUMAH TANGQA.

2

TEMPAT / QOLONQAN USAHA,

1. RlNMth
A. 80L0HQAN

KLASIFIKASI

2.

1.

X

NO.

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/XEBERSIHAN

La^piran : Peraturan Oaarah Kabupaten Oaerah -
Tingfcat II Blora Noeer 18 lahun 1998
tentang Rstrlbiisl Pelayanan Persaapahan
/ Kebersiban.
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AT IIAERAH
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i
i

pasar. !

pasar. S

pasar. !

pasar. \

pasar. !
pasar. !
pasar. !
pasar. J

pasar. !
pasar. !

Setiap hari.

Sekali peabukaan
Sehari.

Sekali peabukaan

Sekali peabukaan

Sekali peabukaan

Sekali peabukaan
Sekali peabukaan
Sekali peabukaan
Sekali peabukaan
Per bulan.
Sekali peabukaan
Sekali peubukaan

P&r bulan.
Per bulan.
'̂ ^r bulan.

Per bulan.

Per bulan.
Per bulan.

f^sr buian.
^^r bulan.
Per bulan.
Per bulan.

Per bulan.

4

100,-

100,-
100,-

100,~

100,"

200,"

100,"

200,-
100,"
100,"

3,000,-
100,"
100,-

10.000,-
25.000,-

50.000,"

10.000.-
5.(HK>,-

7.50O.-
10,000.-
15.000,-
20.000,"

10.000,"

3

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1 Rp.
Rp,
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp,

Rp.

- Warung/kios.
TERHIHAL.

tingan)
e. Untuk usaha tengkulak ( pengan -
d. Ookar/cikar.

kring ),
c. Untuk penjualan keliling ( ang -

tiap ekor.
2. He wan kecil (doarba, kawbing)

babi) tiap ekor.
1. He^an besar (kerbau.sapi.Kuda

b. Hewan, binatang :
7. Oi los basah.
6. Oi los daglng.
S. 01 restoran/ruaah aakan.
4. Oi warung

^.  3. Oi toko
2,^ 01 dalea los.
1. Olluar los/lapangan terbuka

a. Pedagang yang berjualan :
PASAR

c. Industri Kecil Klas Hi.
b. Industri Kecil Kias II,
a. Industri Kecil Klas I.

2. Industri Kecil.
1. Industri Besar dan Henengah.

QOLONOAH INOUSTRI
2. Kantor Peaerintahan.
i. Usaha Kantor Peaerintahan.

. GOLONGAN KANTOR BAN GUOAN0.
4. Usaha Hotel Helati I
3. Usaha Hotel Helati 11
2, Usaha Hotel Melati ill
1, Usaha Hotel Berbintang.

GOLONBAN HOTEL,
Koaersial.

26. Usaha Keraaaian Bersifat Non

2

7.

;- 6."

•• 5.

4.

• 3.

1 '

•


